SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 102 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 197 TAHUN 2019 TENTANG PEMUNGUTAN SUARA DAN
PENGHITUNGAN SUARA SECARA ELEKTRONIK DALAM PEMILIHAN KEPALA
DESA SECARA BERGELOMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 197 Tahun
2019 tentang Pemungutan Suara dan Penghitungan
Suara Secara Elektronik Dalam Pemilihan Kepala Desa
secara Bergelombang perlu disesuaikan dengan kondisi
keadaan sekarang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Tanah Laut Nomor 197 Tahun 2019 tentang Pemungutan
Suara dan Penghitungan Suara Secara Elektronik Dalam
Pemilihan Kepala Desa secara Bergelombang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19353
Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Rebuplik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Rebuplik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Rebuplik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah



Menetapkan

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun
2014 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1222);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7
Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut
Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan
Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 197 TAHUN
2019 TENTANG PEMUNGUTAN SUARA DAN
PENGHITUNGAN SUARA SECARA ELEKTRONIK DALAM
PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA BERGELOMBANG.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 197 Tahun
2019 tentang Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Secara Elektronik
Dalam Pemilihan Kepala Desa secara Bergelombang (Berita Daerah Kabupaten
Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 199), diubah sebagai berikut:

1. Diantara ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal yakni
Pasal 9A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

Bagi Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau
sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang
tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau
pekerja lepas pantai, Pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang
mempunyai halangan fisik lain sehingga tidak bisa datang langsung
ke TPS yang menggunakan elektronik voting dapat dibantu oleh
Panitia Pemilihan atau orang lain atas permintaan pemilih.

Anggota Panitia Pemilihan atau orang lain yang membantu Pemilih,
wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan.

Anggota Panitia Pemilihan atau orang lain yang membantu Pemilih
harus mendapatkan surat mandat dari Pemilih yang dibantu dan
mengisi surat pernyataan tidak akan memberitahukan pilihan
pemilih yang dibantu.

2. Diantara ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal yakni
Pasal 10A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 10 A

Apabila terjadi kesalahan teknis sehingga mengakibatkan
pelaksanaan eletronik voting tidak bisa dilanjutkan atau perbaikan
memakan waktu yang lama sehingga terjadi penumpukan antrian
pemilih maka atas Keputusan Panitia Tingkat Desa, pelaksanaan
eletronik voting dapat dihentikan dan dilanjutkan dengan
pemungutan suara dan perhitungan suara secara manual.
Perhitungan suara secara manual karena terjadi kesalahan teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka hasil cetak elektronik
voting dianggap sebagai surat suara sah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 7 September 2023
BUPATI TANAH LAUT,
Ttd
H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 7 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd
H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023 NOMOR 102



